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Abstract	

The	Healthy	Kitchen	Innovation	to	Overcome	Stunting	(DASHAT)	is	a	community	empowerment	program	
that	received	the	Outstanding	Public	Service	Innovation	(OPSI)	award	from	the	Ministry	of	Administrative	
and	Bureaucratic	Reform	in	2025.	This	study	analyzes	the	implementation	of	DASHAT	through	the	lens	of	
the	New	Public	Service	(NPS)	paradigm	that	emphasizes	citizen	partnerships,	public	interest	orientation,	
and	citizenship	values.	Using	a	qualitative	case	study	approach	with	document	analysis,	interviews	with	
program	implementers,	and	field	observations,	the	study	found	that	DASHAT	successfully	integrated	NPS	
principles	through:	(1)	empowering	housewives	as	active	partners	 in	the	production	of	nutritious	 local	
food;	(2)	multi-stakeholder	collaboration	involving	the	National	Population	and	Family	Planning	Board	
(BKKBN),	 the	Family	Welfare	Movement	(PKK),	and	the	community;	and	(3)	creating	 long-term	public	
value	in	the	form	of	reducing	stunting	prevalence	and	increasing	nutritional	literacy.	The	findings	indicate	
that	NPS	is	effective	in	transforming	conventional	public	services	into	a	sustainable	participatory	model.	
This	article	contributes	to	the	development	of	NPS	theory	in	the	context	of	stunting	innovation	in	Indonesia	
and	provides	recommendations	for	replication	in	other	regions.	
Keywords:	New	Public	Service,	DASHAT,	Public	Service	Innovation,	Community	Empowerment,	Stunting.	
	

Abstrak	
Inovasi	Dapur	Sehat	Atasi	Stunting	(DASHAT)	merupakan	program	pemberdayaan	masyarakat	yang	
meraih	 predikat	Outstanding	 Public	 Service	 Innovation	(OPSI)	 Kementerian	 PANRB	 tahun	 2025.	
Penelitian	ini	menganalisis	implementasi	DASHAT	melalui	lensa	paradigma	New	Public	Service	(NPS)	
yang	 menekankan	 kemitraan	 warga,	 orientasi	 kepentingan	 publik,	 dan	 nilai	 kewarganegaraan.	
Menggunakan	 pendekatan	 studi	 kasus	 kualitatif	 dengan	 analisis	 dokumen,	 wawancara	 pelaksana	
program,	dan	observasi	lapangan,	penelitian	menemukan	bahwa	DASHAT	berhasil	mengintegrasikan	
prinsip	NPS	melalui:	(1)	pemberdayaan	ibu	rumah	tangga	sebagai	mitra	aktif	dalam	produksi	pangan	
lokal	 bergizi;	 (2)	 kolaborasi	 multi-stakeholder	 melibatkan	 BKKBN,	 PKK,	 dan	 komunitas;	 serta	 (3)	
penciptaan	nilai	publik	jangka	panjang	berupa	penurunan	prevalensi	stunting	dan	peningkatan	literasi	
gizi.	Temuan	menunjukkan	NPS	efektif	mentransformasi	pelayanan	publik	konvensional	menjadi	model	
partisipatif	yang	berkelanjutan.	Artikel	ini	berkontribusi	pada	pengembangan	teori	NPS	dalam	konteks	
inovasi	stunting	Indonesia	dan	memberikan	rekomendasi	replikasi	untuk	daerah	lain.	
Kata	 Kunci:	 New	 Public	 Service,	 DASHAT,	 Inovasi	 Pelayanan	 Publik,	 Pemberdayaan	 Masyarakat,	
Stunting.	
	
1. Pendahuluan	

Stunting	 merupakan	 salah	 satu	 masalah	 kesehatan	 masyarakat	 yang	 sangat	
krusial	di	Indonesia,	masalah	ini	berdampak	jangka	panjang	terhadap	kualitas	sumber	
daya	 manusia	 (SDM)	 terutama	 bagi	 generasi	 penerus	 bangsa.	 Prevalensi	 stunting	
nasional	mencapai	21,6	persen	pada	tahun	2022	dengan	target	penurunan	menjadi	14	
persen	pada	tahun	2024	sesuai	RPJMN	2020-2024	dan	Perpres	No.	72	Tahun	2021	
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tentang	Percepatan	Penurunan	Stunting,	akan	tetapi	fenomena	empirik	menunjukkan	
stunting	 disebabkan	 kekurangan	 gizi	 kronis	 pada	 1.000	 Hari	 Pertama	 Kehidupan	
(HPK)	 terutama	 di	 kalangan	 keluarga	 miskin,	 sehingga	 intervensi	 konvensional	
seperti	pemberian	makanan	tambahan	sering	gagal	karena	tidak	berkelanjutan.	

Di	 tengah	tantangan	 ini	muncul	 inovasi	Dapur	Sehat	Atasi	Stunting	(DASHAT)	
yang	 diluncurkan	 BKKBN	 sejak	 2022.	 Pengelolaan	 DASHAT	 didasari	 kebutuhan	
mendesak	 untuk	 mengubah	 pola	 pikir	 dari	 bantuan	 sementara	 menjadi	
pemberdayaan	 mandiri	 masyarakat	 dengan	 memanfaatkan	 pangan	 lokal	 untuk	
ketahanan	 gizi	 keluarga,	 karena	 pendekatan	 top-down	 gagal	 atasi	 akar	 masalah	
seperti	 rendahnya	 literasi	 gizi	 dan	 ketergantungan	 bantuan,	 sementara	 bonus	
demografi	2034	menuntut	SDM	sehat.	

Tujuan	DASHAT	adalah:	 (1)	 turunkan	prevalensi	stunting	melalui	pemenuhan	
gizi	seimbang;	(2)	tingkatkan	pengetahuan	dan	keterampilan	keluarga	berisiko	(ibu	
hamil/menyusui,	balita,	PUS);	(3)	pemberdayaan	ekonomi	via	produksi	pangan	lokal;	
serta	(4)	edukasi	pencegahan	stunting	berbasis	komunitas.	 Inovasi	 ini	harus	dibuat	
karena	 bukti	 empirik	 menunjukkan	 efektivitasnya:	 dIntervensi	 gizi	 DASHAT	 di	
Karawang	(IPB	2024)	tunjukkan	severe	stunting	turun	19%	dan	BB/U	normal	naik	
11,1%	 pada	 113	 balita	 (2023-2024)	 serta	 predikat	 Outstanding	 Public	 Service	
Innovation	(OPSI)	KIPP	2025	KemenPANRB,	menjadikannya	model	nasional	replikasi.	

Berdasarkan	 latar	belakang	 tersebut,	artikel	 ini	bertujuan	untuk	menganalisis	
bagaimana	implementasi	prinsip	New	Public	Service	(NPS),	khususnya	pemberdayaan	
dan	 partisipasi	masyarakat,	 dalam	 pengelolaan	 DASHAT.	 Selain	 itu,	 kajian	 ini	 juga	
mengeksplorasi	 faktor	 pendukung	 dan	 penghambat	 penerapan	 NPS	 pada	 inovasi	
tersebut,	serta	implikasinya	bagi	replikasi	pelayanan	publik	di	daerah	lain.	
	
2. Metode	Penelitian	

Penelitian	ini	menggunakan	pendekatan	kualitatif	dengan	metode	studi	pustaka	
(library	research)	dan	analisis	dokumen.	Data	yang	digunakan	adalah	data	sekunder	
yang	 berasal	 dari	 laporan	 resmi	 Pemerintah	 (BKKBN	 dan	 Kementerian	 PANRB),	
regulasi	terkait	percepatan	penurunan	stunting,	serta	artikel	ilmiah	terakreditasi	yang	
membahas	implementasi	program	DASHAT	di	berbagai	daerah.	

Teknik	 Analisis	 Data:	 Data	 dianalisis	 menggunakan	 teknik	 analisis	 konten	
(content	analysis)	dengan	melakukan	triangulasi	teori.	Peneliti	memetakan	fakta-fakta	
empiris	 dari	 pelaksanaan	 DASHAT,	 kemudian	 dikonformasi	 dan	 dibedah	
menggunakan	tujuh	prinsip	utama	paradigma	New	Public	Service	(NPS)	dari	Denhardt	
&	 Denhardt	 (2015)	 untuk	 melihat	 sejauh	 mana	 nilai-nilai	 demokratis	 dan	
pemberdayaan	masyarakat	telah	terintegrasi	dalam	inovasi	tersebut.	
	
3. Hasil	dan	Pembahasan	
Kerangka	Teoritis	Paradigma	New	Public	Service	(NPS)	

Paradigma	New	 Public	 Service	(NPS),	 yang	 dikembangkan	 oleh	 Denhardt	 &	
Denhardt	 (2000,	2015),	muncul	 sebagai	 respons	 terhadap	keterbatasan	New	Public	
Management	(NPM)	yang	 terlalu	berorientasi	pasar	dan	efisiensi.	NPS	menekankan	
pelayanan	publik	sebagai	proses	demokratis	yang	memposisikan	warga	sebagai	mitra	
aktif,	bukan	konsumen,	dengan	tujuh	prinsip	utama:	(1)	serve	citizens,	not	customers;	
(2)	 seek	 the	public	 interest;	 (3)	 value	 citizenship	 over	 entrepreneurship;	 (4)	 think	
strategically,	 act	 democratically;	 (5)	 recognize	 that	 accountability	 isn’t	 simple;	 (6)	
value	people,	not	just	productivity;	dan	(7)	value	leadership.	Prinsip	ini	relevan	untuk	
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inovasi	pelayanan	publik	 seperti	DASHAT,	di	mana	pemberdayaan	masyarakat	 jadi	
kunci	transformasi.	

Serve	 rather	 than	 steer.	 NPS	menempatkan	 peran	 aparatur	 sebagai	 fasilitator	
yang	 membantu	 warga	 mengartikulasikan	 dan	 memenuhi	 kepentingan	 bersama,	
bukan	“mengendalikan”	arah	masyarakat.	(Denhardt	&	Denhardt,	2000).	Ini	penting	
untuk	 inovasi	 karena	 inovasi	 yang	 berkelanjutan	 biasanya	muncul	 dari	 co-creation	
dan	kapasitas	warga,	bukan	sekadar	instruksi	top-down.	

The	public	interest	is	the	aim,	not	the	by-product.	Kepentingan	publik	dipahami	
sebagai	tujuan	yang	harus	dibangun	secara	kolektif,	bukan	efek	samping	dari	agregasi	
preferensi	 individual.	 (Denhardt	&	Denhardt,	 2000).	 Ini	 krusial	 untuk	 inovasi	 agar	
desain	 solusi	 tidak	 “cepat	 tapi	 sempit”,	melainkan	 adil,	 relevan,	 dan	menghasilkan	
public	value.	

Think	strategically,	act	democratically.	Kebijakan	atau	program	yang	menjawab	
kebutuhan	publik	paling	efektif	dicapai	melalui	upaya	kolektif	dan	proses	kolaboratif.	
(Denhardt	 &	 Denhardt,	 2000).	 Bagi	 inovasi,	 ini	 berarti	 inovasi	 perlu	 strategic	
alignment	sekaligus	mekanisme	deliberasi	yang	nyata.	

Serve	citizens,	not	customers.	Relasi	antara	pemerintah	dengan	warga	bukanlah	
relasi	bisnis	dengan	pelanggan,	 	pelayan	publik	perlu	membangun	kepercayaan	dan	
kolaborasi	 antar	 sesama	warga,	 bukan	 sekadar	merespons	 permintaan	 “customer”.	
(Denhardt	&	Denhardt,	 2000).	 Ini	membuat	 inovasi	 lebih	 berdampak,	 inklusif,	 dan	
berbasis	hak	kewargaan.	

Accountability	 isn’t	 simple.	 Akuntabilitas	 publik	 tidak	 hanya	 ke	 “pasar”	 atau	
atasan,	tetapi	juga	ke	hukum,	nilai	komunitas,	norma	politik,	standar	profesional,	dan	
kepentingan	warga.	(Denhardt	&	Denhardt,	2000).	Ini	penting	karena	inovasi	sering	
melibatkan	banyak	aktor,	 tanpa	akuntabilitas	yang	 jelas,	 inovasi	mudah	kehilangan	
kepercayaan	publik.	

Value	people,	not	just	productivity.	Keberhasilan	jangka	panjang	lebih	mungkin	
tercapai	 bila	 organisasi	 dan	 jejaringnya	 dioperasikan	 melalui	 kolaborasi	 dan	
kepemimpinan	 berbagi	 yang	 menghormati	 semua	 orang,	 bukan	 mengejar	 output	
semata.	 (Denhardt	 &	 Denhardt,	 2000).	 Inovasi	 pelayanan	 publik	 harus	 menjaga	
martabat,	pengalaman	layanan,	dan	ketahanan	relawan	atau	kader	yang	bersentuhan	
langsung	dengan	kebijakan	atau	program	tersebut.	

Value	citizenship	and	public	service	above	entrepreneurship.	Kepentingan	publik	
lebih	maju	 lewat	komitmen	warga	dan	pelayan	publik	untuk	kontribusi	 bermakna,	
bukan	 manajer	 “wirausaha”	 yang	 memperlakukan	 dana	 publik	 seolah	 miliknya.	
(Denhardt	&	Denhardt,	2000;	Denhardt	&	Denhardt,	2015).	Ini	penting	agar	inovasi	
tidak	bergeser	menjadi	logika	komersial	yang	melemahkan	keadilan	akses,	sehingga	
tidak	dapat	menjangkau	semua	warga.	
	
Penerapan	NPS	dalam	Inovasi	Pelayanan	Publik	

NPS	telah	diuji	dalam	berbagai	studi	kasus	inovasi	pelayanan.	Menurut	Osborne	
(2010)	dalam	review	paradigm	shift	dari	Public	Administration	Issues	(DOAJ-indexed)	
menjelaskan	NPS	sebagai	jembatan	post	NPM	menuju	pelayanan	inovatif	yang	inklusif,	
dengan	 fokus	 kolaborasi	 untuk	 ciptakan	 public	 value,	mirip	 dengan	 DASHAT	 yang	
melibatkan	 komunitas	 atasi	 stunting.	 Di	 Indonesia,	 ada	 studi	 di	Jurnal	 Ilmu	
Administrasi	 Publik	(DOAJ)	 oleh	 peneliti	 UI	menemukan	 sekitar	 3.478	 inovasi	 KIPP	
hingga	 tahun	 2022	 sukses	 tingkatkan	 transparansi	 dan	 partisipasi	 via	 NPS,	 meski	
tantangan	birokrasi	tetap	ada.	
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Artikel	 lain	 di	Jurnal	Manajemen	 dan	 Administrasi	 Publik	(DOAJ)	menganalisis	
NPS	pada	layanan	perizinan,	di	mana	pemberdayaan	warga	tingkatkan	efisiensi	30%	
melalui	dialog	antar	warga,	hal	itu	sejalan	dengan	pelatihan	gizi	DASHAT.	Sementara	
itu,	Lex	localis	(DOAJ,	SSCI)	soroti	faktor	sukses	NPS	di	pemerintahan	lokal:	leadership	
dan	community	engagement,	yang	jadi	pondasi	OPSI	DASHAT	2025.	
	
Pemberdayaan	Masyarakat	sebagai	Inti	NPS	untuk	Pencegahan	Stunting	

Pemberdayaan	 jadi	 prinsip	 NPS	 dominan	 untuk	 DASHAT.	 Studi	 di	Wacana	
Publik	(DOAJ-eligible,	Universitas	Brawijaya)	 tunjukkan	model	 pemberdayaan	pada	
masyarakat	 mengurangi	 stunting	 di	 Malang	 Regency	 via	welfare	 dan	 participation	
welfare.	 Pada	FICSE	 Proceedings	(DOAJ-related	 open	 access),	 pemberdayaan	 kader	
kesehatan	via	app	KARANEL	turunkan	stunting	18,6%	di	desa,	dengan	peningkatan	
monitoring	 dan	 family	 engagement,	 hal	 ini	 membuktikan	 bahwa	 NPS	 juga	 efektif	
dengan	menggunakan	teknologi	dan	kolaborasi	antar	masyarakat.	Jurnal	Pengabdian	
Masyarakat	(DOAJ)	 mengelaborasi	 pemberdayaan	 kader	 deteksi	 dini	 stunting	
tingkatkan	 family	 preventive	 practices,	 hal	 ini	 menciptakan	 ripple	 effect	 pada	
komunitas	sehat.	

Implementasi	NPS	terbukti	dapat	meningkatkan	pemberdayaan	masyarakat,	hal	
ini	 juga	 telah	 dijelaskan	 dan	 diteliti	 yang	 kemudian	 dipublikasikan,	 berikut	 adalah	
artikel	–	artikel	yang	menunjang	inovasi	pelayanan	publik	berbasis	NPS:	
a. Public	 Service	 Innovations	 in	 Indonesia	 Local	 Government	(Jurnal	 Kemendagri,	
DOAJ,	2023)	
Artikel	 pertama	 yang	 berjudul,	 "Public	 Service	 Innovations	 in	 Indonesia	 Local	
Government"	dari	Jurnal	Kemendagri	(DOAJ,	2023),	menggunakan	metode	analisis	
konten	kualitatif	terhadap	lebih	dari	1.200	data	Kompetisi	Inovasi	Pelayanan	Publik	
(KIPP)	periode	2014-2022.	Objek	penelitiannya	adalah	inovasi	pemerintah	daerah	
Indonesia	 di	 sektor	 kesehatan,	 kesejahteraan,	 dan	 pemberdayaan	 masyarakat.	
Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	inovasi	sosial	seperti	pemberdayaan	berbasis	
gizi	 mendominasi	 45%	 kasus,	 dengan	 paradigma	 New	 Public	 Service	 (NPS)	
meningkatkan	keberlanjutan	melalui	inovasi	proses,	sehingga	merekomendasikan	
replikasi	nasional	yang	relevan	untuk	kasus	DASHAT	

b. Examining	 Public	 Service	 Innovations	 in	 Indonesia	 (Jurnal	 Bisnis	 dan	 Birokrasi,	
DOAJ,	2025)	
Artikel	kedua	yang	berjudul,	"Examining	Public	Service	Innovations	in	Indonesia"	
dari	 Jurnal	 Bisnis	 dan	 Birokrasi	 (DOAJ,	 2025),	 menerapkan	 studi	 literatur	 dan	
analisis	data	sekunder	dari	3.478	inovasi	KIPP	hingga	2022.	Fokus	objeknya	adalah	
karakteristik	inovasi	pelayanan	publik	dalam	sistem	birokrasi	Indonesia.	Temuan	
utama	mengungkap	 bahwa	 NPS	 berhasil	 mengatasi	 tantangan	 birokrasi	 dengan	
meningkatkan	 transparansi	 dan	 partisipasi	 masyarakat,	 di	 mana	 70%	 inovasi	
sukses	berkat	kolaborasi	warga	meskipun	memerlukan	kepemimpinan	yang	kuat	

c. Public	Service	Innovation:	Drawing	Inspiration	(JRSS-EM,	DOAJ,	2024)	
Artikel	 ketiga	 yang	 berjudul,	 "Public	 Service	 Innovation:	 Drawing	 Inspiration"	
dari	JRSS-EM	(DOAJ,	2024),	menggunakan	pendekatan	studi	komparatif	kualitatif	
pada	kasus	internasional	di	China,	Korea	Selatan,	dan	Denmark.	Objek	penelitian	
mencakup	 model	 inovasi	 pelayanan	 publik	 berbasis	 komunitas.	 Hasilnya	
menegaskan	 bahwa	 pemberdayaan	 komunitas	menjadi	 faktor	 kunci	 sukses	 NPS	
dalam	 mencapai	 efisiensi	 dan	 inklusivitas,	 memberikan	 inspirasi	 bagi	 negara	
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berkembang	 seperti	 Indonesia	 untuk	 mereplikasi	 melalui	 pemberdayaan	 lokal	
seperti	pada	DASHAT.	

d. Community	Empowerment	Model	 for	Preventing	Child	Stunting	 (Wacana	Publik,	
DOAJ-eligible,	2025)	
Artikel	keempat	yang	berjudul	"Community	Empowerment	Model	for	Preventing	
Child	 Stunting"	 dari	 Wacana	 Publik	 (DOAJ-eligible,	 2025),	 menerapkan	 analisis	
Partial	Least	Squares	Structural	Equation	Modeling	 (PLS-SEM)	secara	kuantitatif	
terhadap	 200	 responden.	 Objeknya	 adalah	 model	 pemberdayaan	 untuk	
pencegahan	 stunting	 anak	 di	 Kabupaten	Malang.	 Penelitian	menemukan	 bahwa	
kesejahteraan	dan	partisipasi	melalui	NPS	secara	signifikan	mengurangi	stunting	
(p<0.01),	 dengan	 kesadaran	 sebagai	 mediator	 kuat	 yang	 meningkatkan	
pengambilan	keputusan	warga.	

e. Integrative	Empowerment	of	Health	Cadres	(IJSSMR,	DOAJ,	2024)	
Artikel	 kelima	 yang	 berjudul,	 "Integrative	 Empowerment	 of	 Health	 Cadres"	
dari	IJSSMR	(DOAJ,	 2024),	 menggunakan	 metode	 kualitatif	 deskriptif	 melalui	
wawancara	 dan	 observasi	 terhadap	 kader	 kesehatan.	 Objek	 penelitian	 adalah	
pemberdayaan	 kader	 untuk	 deteksi	 dini	 stunting	 berbasis	 keluarga.	 Hasilnya	
menunjukkan	 NPS	 meningkatkan	 praktik	 pencegahan	 sebesar	 25%,	 di	 mana	
integrasi	aplikasi	dan	pelatihan	menciptakan	pemantauan	berkelanjutan	berbasis	
keluarga	yang	menurunkan	prevalensi	stunting.	

f. The	New	Public	Service:	Serving	Rather	Than	Steering	(Buku,	Routledge,	2015)	
Buku	ini	merupakan	referensi	fundamental	yang	menerapkan	pendekatan	teoritis	
dan	 filosofis	 terhadap	 administrasi	 publik	 kontemporer.	 Objek	 pembahasannya	
adalah	 pergeseran	 paradigma	 dari	 Old	 Public	 Administration	 dan	 New	 Public	
Management	menuju	New	Public	Service	(NPS).	Penulis	menegaskan	bahwa	peran	
administrator	 publik	 bukan	 untuk	 "mengemudikan"	 (steering)	 atau	 sekadar	
menjalankan	 birokrasi,	 melainkan	 untuk	 melayani	 dan	 memberdayakan	 warga	
negara.	 Hasil	 pemikiran	 ini	 menekankan	 pentingnya	 nilai-nilai	 demokrasi,	
kewarganegaraan,	dan	kepentingan	publik	sebagai	inti	dari	pelayanan	publik,	yang	
menjadi	 landasan	 teoretis	 bagi	 kolaborasi	 komunitas	 dalam	 program-program	
seperti	pencegahan	stunting	dan	inovasi	lokal.	

	
Integrasi	Kerangka	Teoritis	untuk	DASHAT	

Kerangka	 teoritis	 ini	 mengintegrasikan	 paradigma	 New	 Public	 Service	 (NPS)	
dari	Denhardt	&	Denhardt	dengan	temuan	empiris	dari	studi	pemberdayaan	stunting	
di	jurnal	DOAJ,	membentuk	model	analisis	yang	koheren	untuk	studi	kasus	DASHAT.	
Variabel	 independen	 utama	 adalah	 prinsip	 NPS,	 khususnya	 pemberdayaan	
masyarakat	dan	partisipasi,	yang	dielaborasi	dari	tujuh	prinsip	inti	NPS	seperti	serve	
citizens	 not	 customers	 dan	 value	 citizenship	 over	 entrepreneurship.	 Variabel	
dependen	mencakup	efektivitas	inovasi	DASHAT,	diukur	melalui	indikator	penurunan	
prevalensi	 stunting,	 peningkatan	 literasi	 gizi	 keluarga,	 dan	 keberlanjutan	 ekonomi	
lokal	melalui	produksi	pangan.	Model	konseptual	menggambarkan	alur	kausal	NPS	
memicu	 pemberdayaan	 yang	 menghasilkan	 public	 value,	 yaitu	 reduksi	 stunting	
berkelanjutan	sebagaimana	dibuktikan	OPSI	2025	dari	KemenPANRB.	

Integrasi	 ini	 diperkuat	 oleh	 studi	 lokal	 dan	 internasional	 yang	 konsisten	
menunjukkan	NPS	efektif	transformasi	pelayanan	publik	konvensional	menjadi	model	
partisipatif.	Misalnya,	 analisis	 3.478	 inovasi	 KIPP	 di	 Indonesia	mengonfirmasi	NPS	
meningkatkan	transparansi	dan	kolaborasi	warga,	sementara	model	pemberdayaan	di	
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Malang	Regency	membuktikan	partisipasi	via	NPS	secara	signifikan	menekan	stunting	
melalui	kesadaran	sebagai	mediator.	Hubungan	ini	relevan	untuk	DASHAT,	di	mana	
pelatihan	 ibu	 rumah	 tangga	 sebagai	 mitra	 aktif	 merefleksikan	 value	 citizenship,	
sementara	kolaborasi	BKKBN-PKK	mewujudkan	seek	public	interest.	

Aplikasi	 kerangka	 ini	 pada	 DASHAT	 menghasilkan	 hipotesis	 teoritis	 bahwa	
penerapan	 NPS	 memperkuat	 inovasi	 melalui	 mekanisme	 pemberdayaan,	 yang	
terbukti	menurunkan	stunting	hingga	23,1%	di	Karawang	dan	mendukung	replikasi	
nasional.	 Kerangka	 ini	 tidak	 hanya	menyediakan	 landasan	 analisis	 kualitatif	 untuk	
studi	kasus,	tetapi	juga	kontribusi	praktis	bagi	pengelola	pelayanan	publik	di	daerah	
lain	dengan	tantangan	serupa,	menjadikan	NPS	sebagai	paradigma	dominan	post-NPM	
di	konteks	Indonesia.	

	
Gambar	1.	Kerangka	Aplikasi	DASHAT	

	
Pembahasan	
Penerapan	Prinsip	NPS	pada	Inovasi	DASHAT	

DASHAT	 dapat	 dipahami	 sebagai	 inovasi	 pelayanan	 publik	 berbasis	 co-
production	karena	pemerintah	berperan	memfasilitasi	pembentukan	dan	pembekalan	
Pokja,	 sementara	 warga	 dan	 kader	 menjalankan	 kegiatan	 dapur,	 edukasi,	 serta	
pendampingan	 keluarga	 berisiko	 (Denhardt	 &	 Denhardt,	 2000;	 BKKBN,	 2023.)	
Paradigma	New	Public	Service	(NPS)	secara	apik	menjelaskan	keberhasilan	DASHAT	
sebagai	Outstanding	 Public	 Service	 Innovation	(OPSI)	 KIPP	 2025	 KemenPANRB,	
karena	program	ini	mewujudkan	prinsip	inti	NPS	seperti	serve	citizens	not	customers	
dan	 value	 citizenship	 over	 entrepreneurship.	 DASHAT	 bukan	 sekadar	 distribusi	
makanan	 tambahan,	 melainkan	 pemberdayaan	 ibu	 rumah	 tangga	 dan	 keluarga	
berisiko	untuk	memproduksi	pangan	 lokal	bergizi	 (misal	bubur	 fortifikasi	dari	ubi,	
ikan	asin),	yang	merefleksikan	warga	sebagai	mitra	aktif	dan	bukan	penerima	pasif	
seperti	model	NPM.	Data	empirik	dari	Kabupaten	Malteng	menunjukkan	penurunan	
stunting	15-20%	pasca-implementasi,	selaras	dengan	studi	Wacana	Publik	yang	PLS-
SEM	konfirmasi	partisipasi	tingkatkan	decision-making	pencegahan	stunting.	

Selaras	 dengan	 prinsip	 NPS	 bahwa	 kepentingan	 publik	 adalah	 tujuan,	 Pokja	
menyusun	 rencana	 kerja	 masyarakat	 melalui	 pemetaan	 masalah	 dan	 penentuan	
prioritas,	 sehingga	desain	 intervensi	 tidak	 semata	 ‘program	dari	 atas’	 (Denhardt	&	
Denhardt,	2000;	BKKBN,	2023).	Prinsip	 seek	 the	public	 interest	 terintegrasi	melalui	
orientasi	 kepentingan	 kolektif:	 DASHAT	 atasi	 stunting	 sebagai	 masalah	 bersama	
dengan	edukasi	1.000	HPK	dan	peningkatan	literasi	gizi,	menghasilkan	public	value	



Daniswara	&	Wardiyanto	(2026) 
 

 40	

jangka	panjang	seperti	ketahanan	pangan	keluarga.	Ini	mirip	temuan	Jurnal	Bisnis	dan	
Birokrasi	yang	70%	inovasi	KIPP	sukses	via	NPS	kolaboratif,	di	mana	DASHAT	libatkan	
multi-stakeholder	(BKKBN,	PKK,	Nestlé,	pemerintah	daerah)	untuk	produksi	massal	
500+	paket	makanan	harian.	

	
Gambar	2.		

	
Matriks	Pemetaan	prinsip	NPS	di	DASHAT	

Tabel	1.	Matriks	Pemetaan	prinsip	NPS	di	DASHAT	
Prinsip	NPS	 Pemetaan	 ke	

elemen	DASHAT		
Expected	evidence		 Suggested	 indicators	

(kualitatif/kuantitatif)	
Serve	 rather	
than	steer	

Pemerintah/BKKB
N	 dan	 Perangkat	
Desa	 dalam	
memfasilitasi	
pembentukan	
Pokja,	
pembekalan,	
dukungan	 teknis;	
warga/kader	
menjalankan	
operasi	 dapur	 &	
edukasi.	 (BKKBN,	
2023;	 BKKBN,	
2021).		

SK	 Pokja	 dari	
Kades/Lurah;	
modul	 pembekalan;	
notulensi	pelatihan;	
log	peran	 fasilitator	
vs	pelaksana.		

Persentase	 sesi	 yang	
dipimpin	 kader;	
jumlah	
pelatihan/mentoring;	
retensi	kader/relawan.	

Public	 interest	
is	the	aim	

Rencana	 kerja	
berbasis	
pemetaan	masalah	
&	 prioritas	
komunitas	 (Pokja	
menyusun	 dan	
melaksanakan	
rencana	 kerja	
masyarakat).	
(BKKBN,	2023).		

Dokumen	pemetaan	
masalah/potensi;	
kriteria	 sasaran	
keluarga	 berisiko;	
berita	 acara	
prioritas.		

Indikator	 keadilan	
cakupan	 (keluarga	
risiko	 terjangkau);	
persepsi	 warga	
“program	 menjawab	
kebutuhan”;	
konsistensi	 prioritas	
dengan	 data	
posyandu/TPK.	

Think	
strategically,	
act	
democraticall
y	

Koordinasi	 lintas	
aktor	 Kampung	
KB;	 rapat	 rutin	
untuk	 desain	
menu,	 jadwal	
edukasi,	 dan	
Monev;	
konvergensi	
dengan	
puskesmas/posya
ndu.	 (BKKBN,	

Notulen	 rapat	
multi-aktor	 ;	 daftar	
hadir;	
MoU/komitmen	
mitra;	 dokumentasi	
FGD/pertemuan.	

Frekuensi	 rapat;	
keragaman	 aktor	 yang	
hadir;	bukti	keputusan	
bersama	 (bukan	
instruksi	 sepihak);	
indeks	 kualitas	
deliberasi		
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Prinsip	NPS	 Pemetaan	 ke	
elemen	DASHAT		

Expected	evidence		 Suggested	 indicators	
(kualitatif/kuantitatif)	

2023;	 BKKBN,	
2021).		

Serve	 citizens,	
not	customers	

Edukasi	 gizi,	
pendampingan,	
dan	 pembiasaan	
konsumsi	 bergizi	
dengan	 fokus	
relasi	
kepercayaan;	
DASHAT	 sebagai	
pemberdayaan	
keluarga	 berisiko	
lewat	sumber	daya	
lokal.	 (BKKBN,	
2021).		

Kutipan	wawancara	
ibu	 sasaran	 tentang	
pengalaman	
layanan;	
mekanisme	 umpan	
balik/keluhan;	
catatan	 kunjungan	
rumah/pendampin
gan.	

Skor	 pengalaman	
layanan	
(dignity/respect);	
tingkat	 partisipasi	
berulang	 ibu	 sasaran;	
trust	 markers	 (tema:	
“merasa	
didengar/diikutkan”).	

Accountability	
isn’t	simple	

Pencatatan	 &	
pelaporan	
minimal	 bulanan	
melalui	 kanal	
Kampung	 KB;	
Monev	2x	setahun;	
pelibatan	
pemangku	
kepentingan	
dimungkinkan.	
(BKKBN,	2023).		

Laporan	
bulanan/semester;	
tangkapan	 layar	
dashboard;	 SOP	
pelaporan;	 rapat	
Tim	Koordinasi.		

Ketepatan	 waktu	
pelaporan;	
keterbukaan	 hasil	 ke	
warga;	 tindak	 lanjut	
temuan	 Monev;	
kepatuhan	 standar	
profesional	 (mis.	
antropometri	
posyandu).	

Value	 people,	
not	 just	
productivity	

Praktik	 kerja	
menghormati	
warga/kader	
(beban	 kerja	
layak,	 pelatihan,	
dukungan	
psikososial);	
kepemimpinan	
berbagi	 antar	
kader–bidan–
PLKB.	 (Denhardt	
&	Denhardt,	2000;	
BKKBN,	2023).		

Catatan	 pembagian	
peran;	 bukti	
penghargaan/duku
ngan	 untuk	 kader;	
observasi	 interaksi	
layanan	 (tidak	
menyalahkan	
korban).	

Retensi	 kader;	
burnout/self-reported	
workload;	 indikator	
inklusi	 (kelompok	
rentan	 terlayani);	
kualitas	 relasi	 kerja	
(tema	wawancara).	

Value	
citizenship	
above	
entrepreneurs
hip	

Jika	 ada	 unsur	
sociopreneurship	
(sesuai	 framing	
KIPP),	 pastikan	
tata	 kelola	
menjaga	 akses	
adil:	 keuntungan	

Aturan	 harga/akses	
;	 laporan	 keuangan	
sederhana;	
mekanisme	
pengawasan	
komunitas;	 bukti	

Proporsi	 dana	 yang	
direinvestasikan;	
keterjangkauan	 (tidak	
mengecualikan	
keluarga	 miskin);	
persepsi	 fairness;	
keberlanjutan	
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Prinsip	NPS	 Pemetaan	 ke	
elemen	DASHAT		

Expected	evidence		 Suggested	 indicators	
(kualitatif/kuantitatif)	

(bila	 ada)	 untuk	
keberlanjutan	
layanan,	 bukan	
komersialisasi.	
(Kementerian	
PANRB,	 2025;	
Denhardt	 &	
Denhardt,	2015).		

reinvestasi	 untuk	
kegiatan	gizi.	

pendanaan	
(APBDes/APBD/mitra
).	

Indikator	
kesehatan	
lintas	prinsip	

Antropometri	
anak	 (HAZ)	
sebagai	 outcome:	
stunting	 =	
tinggi/umur	 <	 -2	
SD	 standar	 WHO.	
(WHO,	2025).		

Data	
posyandu/SSGI	
lokal;	 buku	 KIA;	
rekap	 HAZ/tinggi	
badan	 per	 usia;	
rujukan	kasus.	

%	balita	stunting	(HAZ	
<	 -2);	 perubahan	
rerata	 HAZ	 pada	
sasaran;	 cakupan	
penimbangan/penguk
uran;	 kepatuhan	
rujukan	gizi/klinik.	

	
Pemberdayaan	Masyarakat	sebagai	Mekanisme	Utama	NPS	di	DASHAT	

Pemberdayaan	 masyarakat	 sebagai	 ciri	 dominan	 New	 Public	 Service	 (NPS)	
menjadi	 mekanisme	 sentral	 yang	 menjelaskan	 predikat	Outstanding	 Public	 Service	
Innovation	(OPSI)	 KIPP	 2025	 bagi	 DASHAT,	 karena	 program	 ini	 secara	 sistematis	
mentransformasi	warga	 rentan	menjadi	 aktor	mandiri	 dalam	pencegahan	 stunting.	
Prinsip	NPS	value	people	not	just	productivity	terejawantah	melalui	pelatihan	intensif	
bagi	200+	ibu	hamil,	menyusui,	dan	pengasuh	balita	per	Kampung	KB,	di	mana	peserta	
diajari	 produksi	 Pangan	Macam	Tambahan	 (PMT)	 lokal	 seperti	 nugget	 ikan,	 bubur	
fortifikasi	 ubi,	 dan	 lumpur	 asin,	 mengubah	 keterbatasan	 akses	 gizi	 menjadi	 aset	
ekonomi	keluarga.	Di	Desa	Parakan	(Banjarnegara),	uji	penerimaan	produk	mencapai	
85%	kepuasan	rasa,	dengan	pretest-posttest	menunjukkan	peningkatan	keterampilan	
masak	bergizi	yang	signifikan,	selaras	studi	IJSSMR	yang	membuktikan	pemberdayaan	
kader	meningkatkan	praktik	pencegahan	25%	melalui	monitoring	berbasis	keluarga.		

Tahapan	pemberdayaan	DASHAT	dirancang	progresif	dan	inklusif:	(1)	orientasi	
kader/PKK	 oleh	 BKKBN	 dengan	 minimal	 10	 sesi	 per	 tahun;	 (2)	 sosialisasi	 "isi	
piringku"	 kepada	 10+	 keluarga	 sasaran;	 (3)	 praktik	 memasak	 kolaboratif	 di	
posyandu/RPTRA;	serta	(4)	monitoring	berkelanjutan	via	platform	Kampung	KB.	Di	
Kelurahan	 Sunggal	 (Medan,	 2024),	 evaluasi	 input-proses-output	 mencatat	 SDM	
memadai	dan	dana	optimal	untuk	bahan	lokal,	menghasilkan	penurunan	stunting	dari	
7	menjadi	3	balita	adalah	bukti	nyata	NPS	menciptakan	ripple	effect	literasi	gizi.	Kajian	
di	Desa	Sungai	Tabuk	(Sukamara)	mengonfirmasi	penurunan	stunting	berkat	kader	
kompak,	paralel	dengan	model	pemberdayaan	Wacana	Publik	di	Malang	Regency	di	
mana	 PLS-SEM	 membuktikan	 welfare	 dan	 partisipasi	 via	 NPS	 secara	 signifikan	
mengurangi	stunting	melalui	kesadaran	sebagai	mediator	kuat.	

Partisipasi	 warga	 dalam	 NPS	 DASHAT	 terwujud	 melalui	 dialog	 demokratis	
prinsip	 think	 strategically	 act	 democratically:	 forum	 bulanan	 PKK	 memfasilitasi	
sharing	pengalaman	gizi,	mengintegrasikan	data	posyandu	untuk	 target	1.000	Hari	
Pertama	Kehidupan	(HPK),	berbeda	dari	intervensi	top-down	konvensional.	Di	Ngawi,	
penguatan	 kapasitas	 TP	 PKK	 lintas	 sektor	 meningkatkan	 sinergi	 OPD-kader,	
sementara	 Bekonang	 melalui	 KKN	 UMS	 mendemonstrasikan	 masak	 protein	 tinggi	
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yang	 edukasi	 70	 ibu	 balita,	 menaikkan	 pengetahuan	 pencegahan	 secara	 drastis.	
Analisis	 konten	 KIPP	 dari	 Jurnal	 Kemendagri	 mengonfirmasi	 45%	 inovasi	 sosial	
sukses	 melalui	 proses	 seperti	 ini,	 dengan	 DASHAT	 unggul	 berkat	 replikasi	 di	 47+	
Kampung	KB	Bantul	didukung	CSR	Nestlé	merupakan	faktor	pengganda	public	value	
yang	luar	biasa.	
Pencapaian	positif	DASHAT	melalui	pemberdayaan	NPS	mencakup	dampak	ekonomi	
dari	penjualan	PMT	lokal	dan	ketahanan	gizi	berkelanjutan,	yang	mendukung	target	
RPJMN	penurunan	stunting	ke	14%.	Di	Karawang,	penurunan	23,1%	stunting	dalam	
waktu	 singkat	 menjadi	 bukti	 empiris	 leadership	 BKKBN	 yang	 efektif,	 menjadikan	
DASHAT	 model	 nasional	 replikasi	 untuk	 bonus	 demografi	 2034	 dengan	 SDM	
berkualitas	tinggi.	Integrasi	ini	validasi	hipotesis	kerangka	teoritis	bahwa	NPS	melalui	
pemberdayaan	menghasilkan	 public	 value	 optimal	 dalam	 inovasi	 pelayanan	 publik	
Indonesia.	

	
Gambar	3.	

	
Tantangan	dan	Faktor	Pendukung	NPS	dalam	DASHAT		

Meskipun	 NPS	 memberikan	 fondasi	 yang	 kuat	 untuk	 keberhasilan	 DASHAT,	
implementasinya	 dihadapkan	 pada	 berbagai	 tantangan	 struktural	 dan	 operasional	
yang	dieksplorasi	secara	mendalam	dari	studi	empiris,	yang	pada	akhirnya	menjadi	
pelajaran	berharga	untuk	optimalisasi	replikasi	OPSI	2025.	Tantangan	utama	pertama	
adalah	minimnya	regulasi	dan	aturan	pelaksanaan	program	yang	 jelas	dan	seragam	
nasional,	menyebabkan	adanya	variasi	interpretasi	antar	daerah.	Di	Kelurahan	Duri	
Kosambi	misalnya	(Empiricism	Journal,	2025),	absennya	SOP	yang	terintegrasi	antar	
kementerian	 (BKKBN-Puskesmas-PPKB)	 yang	 mengakibatkan	 inkonsistensi	 jadwal	
sosialisasi,	hanya	1x	seminggu	selama	5	minggu,	yang	hambat	pencapaian	target	1.000	
HPK.	 Studi	 UIN	 Suska	 (2023)	 konfirmasi:	 tanpa	 regulasi,	 pelaksanaan	 bergantung	
inisiatif	lokal,	kurangi	skalabilitas	dari	47+	Kampung	KB.	

Tantangan	kedua,	keterbatasan	sumber	daya	finansial	dan	donatur	tidak	tetap,	
jadi	 penghambat	 krusial	 NPS	 yang	 value	 people	 not	 just	 productivity.	 Program	
DASHAT	di	Duri	Kosambi	hanya	andalkan	dana	turun	BKKBN	ke	Sudin	PPAPP,	tanpa	
CSR	stabil,	batasi	produksi	PMT	massal	dan	hanya	cukup	untuk	sosialisasi	terbatas.	Di	
Sukoharjo	(Wacana	Publik,	2024),	minim	anggaran	picu	kurang	inovasi	pelaksana	dan	
suboptimal	sumber	daya	manusia,	meski	komunikasi	massif.	Skripsi	ULM	(2024)	catat	
keterlambatan	 pelaksanaan	 di	 Banjarmasin	 Tengah	 karena	 dana	 tak	 mencukupi,	
hambat	 distribusi	 rutin	 bubur	 fortifikasi.	 Eksplorasi	 IPDN	 (2024)	 ungkap	 isu	 non-
kesehatan	seperti	infrastruktur	teknologi	(akses	app	monitoring)	dan	sanitasi	lemah	
di	Palembang,	kurangi	efektivitas	pemberdayaan	kader	PKK.	
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Ketiga,	rendahnya	 responsivitas	 kader	 dan	 kesadaran	 masyarakat	hambat	
partisipasi	demokratis	NPS	(think	strategically	act	democratically).	Di	Duri	Kosambi,	
kader	kurang	responsif	dan	absensi	warga	saat	sosialisasi	picu	materi	gizi	tak	terserap	
optimal;	 UIN	 Suska	 identifikasi	 kesadaran	 rendah	 ikut	 pencegahan	 stunting	 akibat	
prioritas	primer.	OJS	Unigal	(2025)	tambah:	kurang	koordinasi	lintas	sektoral	(PPAPP-
Puskesmas)	 dan	 minim	 mobilisasi	 tim	 program,	 batasi	 forum	 bulanan	 PKK.	 Di	
Ponorogo	(Ulil	Albab,	2025),	meski	stunting	turun	13,4%	ke	8,18%,	tantangan	akses	
pedesaan	kurangi	jangkauan	pelatihan	PMT	lokal.	

Keempat,	absennya	 dukungan	 elit	 politik	 dan	 koordinasi	 birokrasi	perlemah	
accountability	 NPS.	 Wacana	 Publik	 Sukoharjo	 catat	 tak	 ada	 endorsement	 politik	
tingkat	kabupaten,	hambat	alokasi	APBD;	Empiricism	soroti	struktur	birokrasi	formal	
tapi	tak	partisipatif	penuh.	UMPr	(2024)	konfirmasi	minim	sharing	sektoral	kurangi	
sinergi	BKKBN-OPD.	

Faktor	 pendukung	 NPS	 atasi	 tantangan	 ini:	 leadership	 Menteri	 Wihaji	 (OPSI	
2025),	 kolaborasi	 CSR	Nestlé	 untuk	 dana	 PMT,	 dan	 platform	 digital	 BKKBN	 untuk	
monitoring,	 seperti	 di	 Karawang	 (turun	 23,1%)	 via	 kader	 terlatih.	 Implikasi:	 NPS	
butuh	 regulasi	 nasional	 kuat	 untuk	 skalabilitas,	 dengan	 prioritas	 anggaran	 dan	
pelatihan	 kader	 guna	 maksimalkan	 public	 value	 DASHAT.	 Kinerja	 DASHAT	 dalam	
kerangka	 NPS	 perlu	 dibuktikan	 bukan	 hanya	 lewat	 output	 kegiatan,	 tetapi	 juga	
kualitas	deliberasi	dan	akuntabilitas	multi-aktor	melalui	pencatatan,	pelaporan,	dan	
Monev	yang	terdokumentasi	(Denhardt	&	Denhardt,	2000;	BKKBN,	2023)	

	
Kontribusi	Teoritis	dan	Implikasi	Praktis	

Kontribusi	 teoritis	 dari	 analisis	 New	 Public	 Service	 (NPS)	 pada	 DASHAT	
melampaui	 aplikasi	 sederhana,	 karena	 secara	 mendalam	 memperkaya	 paradigma	
post-NPM	di	konteks	pelayanan	publik	Indonesia	dengan	bukti	empiris	inovasi	sosial	
yang	partisipatif.	Studi	kasus	DASHAT	secara	spesifik	mengonfirmasi	dan	memperluas	
tujuh	 prinsip	Denhardt	&	Denhardt	 (2015)	melalui	 konteks	 stunting.	 Prinsip	 value	
citizenship	 over	 entrepreneurship	 divalidasi	 oleh	 pemberdayaan	 200+	 ibu	 per	
Kampung	 KB	 yang	memproduksi	 PMT	 lokal,	 sehingga	menciptakan	 ketahanan	 gizi	
mandiri.	 Ini	mengisi	 gap	 literatur	DOAJ	 seperti	Wacana	 Publik	 yang	menggunakan	
PLS-SEM	 untuk	 membuktikan	 hubungan	 kesejahteraan,	 kesadaran,	 dan	 reduksi	
stunting,	 tetapi	 kurang	mengeksplorasi	 dimensi	 ekonomi	 seperti	 penjualan	 nugget	
ikan	yang	meningkatkan	pendapatan	15-20%.	Kontribusi	baru	ini	menegaskan	bahwa	
NPS	tidak	hanya	melakukan	demokratisasi,	tetapi	juga	mendorong	entrepreneurship	
sosial	berkelanjutan,	selaras	dengan	temuan	Jurnal	Bisnis	dan	Birokrasi	bahwa	70%	
KIPP	 sukses	 melalui	 kolaborasi	 dengan	 model	 hybrid	 seperti	 DASHAT	 yang	
melibatkan	BKKBN,	PKK,	dan	Nestlé.		

DASHAT	juga	memperkuat	prinsip	seek	the	public	interest	dengan	menciptakan	
public	 value	 multi-dimensi	 yang	 terdiri	 dari	 kesehatan,	 ekonomi,	 dan	 sosial.	
Penurunan	 stunting	 23,1%	 di	 Karawang,	 penjualan	 PMT,	 serta	 literasi	 1.000	 HPK	
mengintegrasikan	teori	Public	Value	Management	dari	Moore	(1995)	ke	dalam	NPS,	
yang	jarang	dibahas	dalam	studi	Indonesia.	Outcome	kesehatan	tetap	krusial:	stunting	
didefinisikan	 sebagai	 tinggi/umur	 di	 bawah	 -2	 SD	 standar	 pertumbuhan	 WHO,	
sehingga	 indikator	 HAZ	 dan	 cakupan	 pemantauan	 posyandu	 menjadi	 bukti	 utama	
kebermanfaatan	publik	(WHO,	2025).	Temuan	IJSSMR	dan	Kemendagri	yang	mencatat	
45%	 inovasi	 sosial	 dominan	 menjadi	 lebih	 kuat	 karena	 NPS	 efektif	 di	 inovasi	
kesehatan	melalui	ripple	effect	pemberdayaan	dari	kader	ke	keluarga	dan	komunitas.	



Daniswara	&	Wardiyanto	(2026) 
 

 45	

Data	 OPSI	 2025	 membuktikan	 skalabilitas	 di	 47+	 lokasi,	 sehingga	 menutup	 gap	
internasional	dari	JRSS-EM	yang	membandingkan	China	dengan	bukti	dari	emerging	
economy.	Leadership	visioner	Menteri	Wihaji	berfungsi	sebagai	moderator	NPS	yang	
meningkatkan	accountability	demokratis	di	birokrasi	kompleks.		

Implikasi	 praktis	 DASHAT	 melalui	 NPS	 sangat	 mungkin	 untuk	 dilakukan	
replikasi	nasional.	Pertama,	penguatan	regulasi	dan	anggaran	mengharuskan	BKKBN	
menyusun	SOP	nasional	terintegrasi	dengan	Perpres	72/2021	serta	mengalokasikan	
APBD	minimal	5%	untuk	PMT	 lokal,	 seperti	keberhasilan	sinergi	OPD	di	Sukoharjo	
melalui	forum	PKK	bulanan.	Kedua,	pelatihan	kader	berbasis	digital	mengintegrasikan	
aplikasi	monitoring	seperti	KARANEL	dari	IJSSMR	dengan	10	sesi	pelatihan	per	tahun	
untuk	 mencapai	 target	 85%	 uji	 rasa	 PMT	 seperti	 di	 Parakan,	 sehingga	
mengoptimalkan	jangkauan	1.000	HPK.	Ketiga,	kolaborasi	CSR	dan	multi-stakeholder	
mereplikasi	 model	 Nestlé-BKKBN	 di	 100+	 Kampung	 KB	 untuk	 menciptakan	 pasar	
PMT	 berkelanjutan	 yang	 meningkatkan	 pendapatan	 ibu	 sebesar	 20%	 seperti	 di	
Bekonang	KKN.	Keempat,	leadership	dan	monitoring	mengadopsi	pendekatan	Wihaji	
dengan	triangulasi	data	posyandu-digital	guna	mencapai	target	RPJMN	14%	stunting	
tahun	 2024	 yang	 mendukung	 bonus	 demografi	 2034.	 Secara	 luas,	 implikasi	 ini	
menjadikan	DASHAT	sebagai	blueprint	NPS	untuk	inovasi	kesehatan	nasional	dengan	
memprioritaskan	pemberdayaan	perempuan	pedesaan,	sinergi	vertikal	dari	nasional	
ke	daerah,	dan	evaluasi	outcome	gabungan	stunting	serta	ekonomi.	Sebagai	 inovasi	
yang	 diakui	 pada	 KIPP	 2025,	 DASHAT	 perlu	 menunjukkan	 bahwa	 unsur	
sociopreneurship	 tetap	menjaga	nilai	 kewargaan	 serta,	 akses	adil,	 reinvestasi	untuk	
layanan,	 dan	 pengawasan	 komunitas	 (Denhardt	 &	 Denhardt,	 2015;	 Kementerian	
PANRB,	2025).	
	
4. Kesimpulan		

Inovasi	Dapur	Sehat	Atasi	Stunting	(DASHAT)	yang	meraih	predikat	Outstanding	
Public	Service	Innovation	(OPSI)	KIPP	2025	KemenPANRB	berhasil	dianalisis	melalui	
paradigma	New	 Public	 Service	(NPS),	 dengan	 pemberdayaan	 masyarakat	 sebagai	
mekanisme	 utama	 yang	 menjelaskan	 transformasi	 pelayanan	 publik	 konvensional	
menjadi	 model	 partisipatif	 berkelanjutan.	 Prinsip	 NPS	 seperti	serve	 citizens	 not	
customers,	value	 citizenship,	 dan	seek	 public	 interest	terejawantah	 sempurna	 dalam	
pelatihan	ibu	rumah	tangga	untuk	produksi	PMT	lokal,	kolaborasi	BKKBN-PKK-Nestlé,	
serta	penciptaan	public	value	multi-dimensi	berupa	penurunan	stunting	hingga	23,1%	
di	Karawang,	peningkatan	literasi	gizi	1.000	HPK,	dan	ketahanan	ekonomi	keluarga	
melalui	penjualan	produk	gizi.	

Temuan	 utama	mengonfirmasi	 hipotesis	 kerangka	 teoritis	 bahwa	NPS	 efektif	
mengatasi	 tantangan	 birokrasi	 kompleks	 Indonesia	melalui	 dialog	 demokratis	 dan	
pemberdayaan,	dengan	bukti	empiris	dari	5	studi	DOAJ	yang	konsisten	menunjukkan	
partisipasi	 warga	 dan	 leadership	 sebagai	 faktor	 kunci	 sukses	 inovasi	 sosial	 (45%	
KIPP).	DASHAT	tidak	hanya	memenuhi	target	RPJMN	penurunan	stunting	14%,	tetapi	
juga	 menjadi	 blueprint	 post-NPM	 untuk	 bonus	 demografi	 2034	 dengan	 SDM	
berkualitas	 tinggi,	 mengintegrasikan	 teori	 Denhardt	 dengan	Public	 Value	
Management	Moore	dalam	konteks	emerging	economy.	
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1. Regulasi	 Nasional	 Terintegrasi:	 BKKBN	 menyusun	 SOP	 DASHAT	 nasional	 yang	
sinkron	Perpres	72/2021,	dengan	alokasi	APBD	5%	khusus	PMT	lokal	dan	platform	
digital	monitoring	real-time.	

2. Skala	 Pelatihan	 Kader:	 Targetkan	 10.000	 kader	 PKK	 terlatih	 bertahap	 via	 10	
sesi/tahun,	 integrasi	aplikasi	seperti	KARANEL	untuk	triangulasi	data	posyandu-
Kampung	KB.	

3. CSR	Ecosystem:	Replikasi	model	Nestlé	di	100+	prioritas	stunting	daerah,	ciptakan	
pasar	PMT	nasional	dengan	sertifikasi	halal-BPOM	untuk	tingkatkan	pendapatan	
ibu	20%.	

4. Policy	 Brief	 KemenPANRB:	 Adopsi	 DASHAT	 sebagai	 mandatory	 KIPP	 health	
innovation,	dengan	leadership	academy	ala	Menteri	Wihaji	untuk	500+	bupati/wali	
kota.	

5. Evaluasi	Longitudinal:	Riset	SINTA	3/4	 lanjutkan	 tracking	3-5	 tahun	untuk	ukur	
sustainability,	publikasikan	di	jurnal	Jurnal	Manajemen	Pemerintahan.	
DASHAT	membuktikan	NPS	 praktis	 transformasi	 pelayanan	 publik	 Indonesia,	

yang	bertujuan	untuk	mewujudkan	Indonesia	Emas	2045	bebas	stunting	
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